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Hal . Optimalisasi layanan keuangan

Yth.

Pegawai PNS LLDIKTI Wilayah VI

Di Tempat

Menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.05/2022

tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan SKPP (Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran) secara Elektronik, serta surat Kepala KPPN Tipe Al Semarang 1 nomor S-

676/KPN.1401/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Implementasi Integrasi Layanan

Pembayaran Pensiun Pertama dan/atau Jaminan Hari Tua Melalui Aplikasi Gaji dan Aplikasi

TOOS (Taspen One hour Online Service), dengan adanya integrasi antara aplikasi pembayaran

gaji PNS dengan aplikasi TOOS memberikan manfaat peningkatan layanan sebagai berikut:

1. Mempercepat dan otomasi pembayaran pensiun dan/atau Jaminan Hari Tua (JHT),

2. Menyederhanakan proses bisnis klaim pensiun dan/atau JHT,

3. Memberikan kemudahan bagi pegawai yang akan pensiun dalam proses klaim pensiun
dan/atau JHT (pegawai yang pensiun tidak perlu datang ke kantor Taspen untuk
menyampaikan data dan dokumen pendukung karena seluruh data pegawai dan dokumen
yang diperlukan telah tersedia di aplikasi Pembayaran Gaji yang akan secara otomatis
ditarik oleh aplikasi TOOS).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai

berikut:

1. LLDIKTI Wilayah VI bertanggung jawab untuk memfasilitasi seluruh proses yang
berkenaan dengan pembayaran hak bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun
termasuk proses pengajuan klaim JHT (Jaminan Hari Tua), TAPERA (Tabungan
Perumahan Rakyat), dan lain-lain;

2. Mengingat sampai dengan saat ini Bank Mandiri belum melakukan kerjasama dengan PT
Taspen, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kendala dalam proses otomasi penarikan
data dan dokumen pendukung dalam proses bisnis klaim pensiun dan/atau JHT;

3. Untuk menghindari permasalahan dalam klaim pensiun dimaksud, maka terhitung sejak
tanggal 7 Oktober 2024, rekening gaji PNS di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI akan
dipindahkan ke Bank yang telah melakukan kerjasama dengan PT Taspen, yaitu Bank
Rakyat Indonesia (BRI). Di samping itu, pemindahan rekening gaji ini mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:

a. BRI memiliki jaringan yang luas hingga ke pelosok daerah/tingkat kelurahan, sehingga
memudahkan dan mempercepat proses komunikasi dan koordinasi dengan nasabah dan
calon nasabah;

b. BRI mempunyai unit/bagian khusus untuk menangani gaji pegawai pensiun, sehingga
permasalahan teknis dapat cepat diselesaikan;
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c. BRI mempunyai pengalaman yang baik dan teruji dalam hal pengelolaan pembayaran
gaji pensiun PNS di Indonesia dan Jawa Tengah.

4. Rekening gaji BRI ini untuk selanjutnya juga akan dipergunakan untuk pembayaran gaji
pensiun Pegawai LLDIKTI Wilayah VI;

5. Bagi pegawai yang telah mendapatkan SK Pensiun diharapkan untuk segera melakukan
koordinasi dengan Pokja Keuangan LLDIKTI Wilayah VI untuk memastikan kelancaran
proses pembayaran gaji pensiun;

6. Dokumen, informasi dan fasilitas tabungan akan dikirimkan ke Perguruan Tinggi paling
lambat tanggal 25 Oktober 2024.

Pada tahap selanjutnya, proses administrasi pembukaan rekening akan dikoordinasikan lebih
lanjut dengan pengelola keuangan di masing-masing PTS.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

it A
Bhimo Widyo Andoko
NIP. 196808051994031001

Tembusan :

- Kepala KPPN Tipe Al Semarang |

- Inspektur Jenderal, Kemendikbudristek

- PPK LLDIKTI Wilayah VI

- Bendahara Pengeluaran LLDIKTI Wilayah VI
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